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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analis yang penulis lakukan mengenai 

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Yang Berkaitan Dengan 

Minuman Keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur dapat 

disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan minuman keras 

di Kabupaten Malaka tidak dapat mengurangi penggunaan minuman keras di 

Kabupaten Malaka, karena para pelaku tindak pidana ringan minuman keras 

yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492 hanya di 

proses sampai pada tingkat kepolisian, para pelaku hanya diamankan di 

kepolisian dan diberi peringatan tertulis dengan ikrar tidak kembali 

mengulangi perbuatan mereka, walaupun para pelaku merasakan ketakutan 

ketika di tangkap oleh kepolisian, namun para pelaku masih melakukan 

runitas mengonsumsi minuman keras, tidak menutup kemungkinan akan 

terjadi tindak pidana ringan lain akibat pengaruh minuman keras.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Perlunya dilakukan pengawasan dan control yang lebih ketat terhadap 

kewenangan penegak hukum di lapangan, untuk melakukan 

penindakan terhadap para pelaku tindak pidana ringan minuman keras. 

Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghindari terjadinya 

penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum sendiri . 

2. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur mengenai bahaya 

mengonsumsi minuman keras bagi kesehatan maupun akibat hukum 

bagi kehidupan sosial mereka.  

3. Mengingat para penegak hukum di Kabupaten Malaka hanya mengacu 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pada dasarnya 

hanya mengatur ketertiban umum, maka diperlukan salah satu produk 

hukum yaitu Peraturan Daerah terkait minuman keras untuk mengatur 

kehidupan masyarakat, dan untuk melindungi agar masyarakat daerah 

kabupaten Malaka dapat menikmati ketentraman , kesejahteraan dalam 

kehidupannya sehari hari dari ganggunan keamanan dan ketertiban 

umum . 
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